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PERATUR-AN DAERAH KABUPATEN BELITU\TG TIMUR

NOMOR 1 TAHTJN 2006

TENTANG

A}{GGARAN PENDAPAT TN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN R,\HMA'T TIJHAN YANG MAHA ESA

BLIPATI BELITUNG TIMUR.

bahwa sesuai dengan kebijakan umum Anggaran serta strategi dan prioritas
APBD yang telah disepakati bdrsama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu
menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Belitung T'imur Tahun Anggaran 2006;

bahwa mempedomani pasal 186 ayat (l) Undang- undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan PerwaLilan
Rakyat Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur
untuk dievaluasi.

bahwa Gubernur Kep. Bangka Belitung telah menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur tentang APBD T.A 2006 sesuai
dengan Surat Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 9031 l44l Vl 2006
tanggal 16 Februari 2006 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang APBD T.A. 2006 dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2006;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Belitung
Timur T.A. 2006 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
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Menimbang . a.

b.

- \-\ --. -.,
\-'

c.

d .



Mengingat . 1. Undang-Undang Nornor 18 T'ahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahrun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1gg7 tentang'Pajak Daerirh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 2,+6, Tarntrahan Lembaran Negara Nomor a0a8);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggara Negara
yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, J'ambahan Lernbaran Negara Nomor 3S51);

3 Undang-Undang Nomor 27
Kepulauan Bangka Belitung
Tambahan Lembaran Nega.ra

Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217,
Nomor a033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahtrn 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara 'Iahun 

2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4268),

5. Undang-Undang liotnor 17 'lahun 
2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara l'ahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nontor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaari Negara
(Lembaran Ne,gara 

-l 
ahutt 2004 Nonror 5, Tambalran Lembaran Ncgara

Nomor  a355) ;

7. Undang-Undangl Nonror l0 'fahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lenrbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor a389);

Undang-Unclang Nomor I 5 'fahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaran

dan Tanggung Jarvab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan L,ernlraran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencarlaan
Pembangunan Nasiortal ({-embaran Negara T'ahun 2004 Nomor 104,
Tanrbahan [-ernbaran Negara Nont<l' 4421);

10. Undang-Undang Nonror 32 Tahr''n 2004 tentnng Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara 'l'rhun 

2004 Nomor I ?5, Tarnbalran Lembaran Nesara
Nomor 4437),
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11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor aa38);

12. Peraturan Pemrlrintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara l'ahun 2000 Nlomor 201, Tambahan l-,embaran Negara
Nomor 4021) sebiigaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 84 
'f 

aftrun 2001 (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 ,
Tambahan Lembarar Negara Nomor al65);

I 3. Peraturan Penierintah Nomor I 08 Tahun .2000 tentang Tata Cara
Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor a027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun :2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor ')10, Tambahan Lembaran Negara Nomor a028);

15. Peraturan Pernerirr lah Nomor (r5 l 'ahun 200 | lcnlang l)ajak l)ucrah
(Lernbaran Negara 

'[ 'ahun 
2001 Nomor I 18, Tambahan Lentbaran Negara

Nomor 41 3 8); r#

16. Peraturan Penrerinti'h Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Nr:gara 

'l'ahun 
2001 Nomor I 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor  4139) :

17. Peraturtrn Pcmr:rintah Nurnor' 24 ' l 'ahun 2004 tcnterng l(cdudukan l)r 'oloholct'
dan Keuangan Pirnpinan darr r\nggota [)ervan Penvakilan Rakyat tJacrah
(Lernbaran Negara 

'l'ahun 
2004 Nonror 90, Tarnbahan Lembaran Negara

Nomor 4416',lr sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan r'errvakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 l'ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor la0);

f)engan Pcrsetujtran f]ersamA

DEWAN PERWAKILAN RAI(YA]" DAIIRAFI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
dan

BUPA]' I  BELITI.JNG TIMUR



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATUR AN DAERAH TENTANG ANGGARAN
BELANJA DAERA.H TAHLIN ANGGARAN 2006.

1. Pendapatan
2. Belanja

{

PENDAPATAN DAN

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai
berikut : ',

'i

Surplus / (Delisit)

:  Rp. 236.582.616.365,00
: Rp. 244.834. I  59.847.3-1

(Rp 8.251.543 .482,34)
3. Pembiayaan :

a. Penerinraan :
b. Pengeluaran .
Pembiavaan Bersilr

Rp. 24.509.468.021,78
Rp_16251 g4l3e3{

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dafiar Rekapitulasi APBD Menurut , Bidang
Pemcrintahan dan lJnit Orgarrisasi Perangkat Dacmh.
Daftar Junrlalr Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
Daftar Piutang Daerah.

'Daftar 
Pinjaman Daerah.

Daftar Investasi (Penyertaan Modal ) Daerah
Daftar Aktiva Tetap Daerah.
Daftar Dana Cadangan. r

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut l,nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
yang terdiri darr :
1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III

4. Lampiran lV
5. Lampiran V t

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8 Lampiran VIII
9. Lampiran IX

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai
daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengeta huii{a, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan pqnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur."

Ditetapkan di l\,langgar
pada tanggal 20 Pebruari2006

NGT UR,

A}TAJA PURNAMA

Diunclangkan di hdanggar
pada tanggal 21 Februari 2006

SEKRF]'I'ARIS D,AF,ITAI I
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